
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERATURAN BUPATI BOJOlfEGORO 
NOMOR 17 TAHUl'f :2014 

TDTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEIIBERIAN PIJIJAMAN MODAL KERJA 
PADA USABA PETERJfAKAN DAN PERJKA.1'AH 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATD BOJOl'IEGORO 

DEN GAN RAIIMAT TUllAN YANG IIAIIA ESA 

BUPATIBOJOlfEGORO, 

a. bahwa dalam rangka mcmenuhi kebutuhan protein hewani 
yang semakin mcningkat, dipcrlukan upaya pcningkatan 
produksi pcr-satuan temak dan ikan secara kuantitas 
maupun kualitas, saJah satunya adalah melalui 
pengembangbiakan hewan temak dan budidaya ikan; 

b. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah melalui 
Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah, baik yang 
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
maupun sclain Dana Bagi Hasil Cukai HasiJ Temba.kau, 
mengalokasikan dana bagi usaha temak maupun budidaya 
ikan dalam bentuk pinjaman modal kerja; 

c. bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat dalam 
bidang pcngcmbangan usaha petemakan, baik dari segi 
permodalan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditi 
temak di pasaran setiap tahunnya, m.inat usaha, komoditas 
ternak baru yang berpotcnsi untuk dikembangkan, dan 
adanya penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dj bidang petcmakan, 
perlu mcngatur ulang ketentuan mcngcnai mekanismc 
pcnyaluran pinjaman modal kerja dalam Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan 
Modal Pada Usaha Pctemakan dan Pcrikanan di Kabupatcn 
Bojonegoro; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, pcrlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 
Pinjaman Modal Kerja Pada Usaha Petemakan dan 
Perikanan di Kabupaten Bojoncgoro; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus l 950); 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tencang Cukai 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana tclah ctiubah dengan Undang -
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4755 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
~merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana tclah ctiubah 
yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 1'ahun 
2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Anta.ra Pemcrintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

9 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentu.ka.n 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang 
Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 21 Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3102); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelcngga.raan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang 
Pelaporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintab, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatcn/Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16 Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagajmana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

17. Peraturan Mentcri Oalam Ncgeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

18. Peraturan Menteri Keuangan : 84/ PMK.07 / 2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai iembakau dan Sanksi 
atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Mentcri Kcuangan Nomor 20/PMK.07 /2009; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 20 14 
tcntang Pembentukan Prociuk Hukum Oaerah; 

20. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 
tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubcmur Jawa Timur Nomor 6 
Tahun 2012; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bojooegoro (Lembaran Oaerah Kabupatcn Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 2); 

23. Peraturan Oaerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 7 tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerjn Dinas Kabupatcn 
Bojonegoro (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang 
ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupatcn 
Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5); 
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24. Peraruran Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Togas 
Pokok dan Fungsi Dinas Kabupatcn Bojonegoro 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012; 

25. Pcraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau di Kabupaten Bojonegoro; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMBERlAN PINJAMAN MODAL KERJA PADA USAHA 
PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI K.ABUPATEN BOJONEGORO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro. 
3. Bupati adalab Bupati Bojonegoro. 
4 . Dinas adalah Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Bojonegoro. 
5 . Camat adalah pemimpin dan koordinator penyclenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang da lam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian 
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
scbagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan. 

6 . Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
hak, wcwenang dan kewajiban Kcpala Desa dalam kurun 
waktu tertentu. 

7. Lurah adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh 
pejabat yang berwenang untuk mclaksanakan hale, 
wewenang dan kewajiban di wilayah kerja Keluraha n. 

8. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembangunan Jawa Timur 
(Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro. 

9 . Petugas Teknis Petemakan dan Perikanan adalah Petugas 
Teknis dari Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten 
Bojonegoro yang bcrada di kecamatan. 

10. Kelompok adalah kelompok Petani Temak/ Pembudidaya Hean 
yang mendapatkan pinja.man penguatan modal kerja dari 
daerah, bail< yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau. 

11. Rencana Usaha Kelompok/ Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok, yang selanjutnya disingk.at RUK/ RDKK adalah 
perencanaan biaya/anggaran yang diperlukan untuk 
pelaksanaan kegiatan kelompok. 
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12. Pinjaman Modal Kerja adalah pinjaman modal yang dibcrikan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Petani Ternak/ Pembudidaya 
lk.an guna pengembangan/kemajuan usahanya dalarn rangka 
pemberdayaan perekonomian Petani Temak/ Pembudidaya 
lkan serta masyarakat di sekitar usaha dimaksud, dcngan 
pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, bail< yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau maupun sclain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau. 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 
1. Sumbcr Dana Pembcrian Pinjaman Modal Kerja Pada Usaha 

Peternakan dan Peri.kanan di Kabupaten Bojonegoro; 
2 . Tujuan dan Sasaran Pemberian Pinjaman Modal Kerja; 
3 . Meka.nisme Pembcrian Pinjaman Modal Kerja; 
4 . Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. 

Pasal 3 

( 1) Sumber dana Pemberian Pinjaman Modal Kerja Pad a Usaha 
Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bojonegoro adalah 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bojonegoro yang bcrsumber dari : 

a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

b. Selai.n Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

(2) Pembcrian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Bank 
Pelaksana yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja 
Sama yang paling sedikit memuat tentang pelaksanaan 
pengajuan, penyaluran, penyimpa nan surat jaminan dan 
pengembalian pinjarnan. 

(3) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bank Pelaksana sebagai lruasa dari Dinas, 
menindakJanjuti membuat Perjanjian Kerja Sama dengan 
kclompok yang mcngajukan pennohonan pinjaman, yang 
paUng sedikit berisi tentang pelaksanaan penyaluran, 
penyimpanan surat jwninan, pengembalian pinjaman dan jasa 
Bank sesuai dengan kesepakacan bersama antara Bank 
Pelaksana dengan kelompok pemohon. 

BABU 
TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 4 

Tujuan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Pada Usaha Petemakan 
dan Perikanan di Kabupaten Bojonegoro adaJah : 
a . memperkuat modal usaha petemakan dan budjdaya ikan; 
b. meningkatkan mutu dan produktivitas usaha peternakan dan 

budidaya ikan; 
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c. meningkatkan pendapatan petemak dan pembudidaya ikan 
serta penguatan ckonorni masyarakat di lingkungan usaha 
petemakan dan budidaya ikan. 

PasaJ 5 

(1) Sa.saran Pcmberian Pinjaman Modal Kcrja yang bersumber 
dari Dana Bagi Hasil Cukai HasiJ Tembakau adal.ah peternak 
kambing/domba yang tergabung daJam suatu kelompok di 
lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah 
penghasil bahan baku industri hasil tembakau, yang 
ditctapkan olch Bupati sebagai penerima pinjaman. 

(2) Sasaran Pemberian Pinjaman Modal Kerja yang bersumber 
dari selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adaJah 
peternak dan pembudidaya i.kan yang tergabung daJam suatu 
kelompok, yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima 
pinjaman. 

BAB llJ 
MEKANISME PEMBERJAN PI NJAMAN MODAL KERJA 

Bagi.an Kesatu 
Pengajuan dan Penetapan Lokasi Kegiatan 

Pasal 6 

Proses seleksi Pemberian Pinjaman Modal Kerja yang berasaJ dari 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan secara terbuka dan 
ditetapka n secara musyawarah atas dasar kepentingan 
peningkatan mutu dan produktifitas usaha petemakan/budidaya 
ikan. 

PasaJ 7 

(1) Kelompok mengajukan proposal permohonan pemberian 
pinjaman modal kcrja kepada Bupati melaJui Kepala Dinas. 

(2) Pengajuan proposal sebagaima.na dima.ksud pada ayat (1) 
ditindakJanjuti oleh Kepala Dinas dengan membentuk Tim 
Teknis yang beranggotakan unsur dari Dinas. 

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bekerja bersama-sama dengan Bank 
Pelaksana. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan pengumpuJan data dan informasi melalui 
survey lapangan untuk mclihat kcsiapan kelompok pcminjam 
dan lokasi kelompok, ditinjau dari sisi teknis 
peternakan/budidaya ikan. 

(5) Bank Pelaksana melaksanakan peninjauan dari teknis 
kelayakan usaha (bank teknis). 

(6) Berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis dan Bank Pelaksana 
terhadap kesiapao kelompok peminjam dan lokasi kelompok 
yang dituangkan daJam Serita Acara, selanjutnya Kepala 
Dinas berdasarkan Beri1.a Acara terscbut mengusulkan 
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima pinjaman. 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 ayat (2). 
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Bagian Kedua 
Persyaratan Pennohonan 

Pasal8 

(1) Pcrsyaratan bagi kelompok yang mengajukan permohonan 
Pinjaman Modal Kerja yang berasal dari Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau, antara lain : 

a . beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang berada 
dalam l (satu) Desa/Kelurahan yang sama (ditunjukkan 
melalui KTP); 

b. mempunyai kandang; 

c. menycrahkan proposal kepada Bupati Bojonegoro melalui 
Kepala Dinas yang diketahui Petugas Tek:nis Petemakan 
dan Perikanan setempat, Kepala Desa/ Kelurahan dan 
Camat setcmpat yang dilengkapi dengan : 

1) fotocopy KTP masing-masing anggota; 

2) fotocopy Serita Acara pembentukan kelompok yang 
diketahui Kcpala Desa setempat; 

3) daftar pengurus dan anggota ke lompok; 

4) RUK (Rencana Usaha Kelompok)/RDKK (Rcncana 
Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diketahui Petugas 
Teknis Petemakan dan Perikanan setempat; 

5) fotocopy jaminan berupa sertifikat / BPKB. 

(2) Persyaratan bagi kelompok yang mengajukan permohonan 
Pinjaman Modal Kerja yang bcrasal dari selain Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau, antara lain : 

a. beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang berada 
dalam 1 (satu} Desa/ Kelurahan yang sama (ditunjukkan 
mclalui KTP); 

b. anggota kelompok mempunyai usaha atau pemah berusaha 
di bidang petemakan atau perikanan (sesuai komoditas); 

c. mempunyai kandang sesuai dengan komoditas masing­
masing temak atau mempunyai kolam untuk budidaya 
ikan; 

d . menyerahkan proposal kcpada Bupati Bojoncgoro melalui 
Kepala Dinas yang dikelahui Pctugas Teknis Pctcmakan 
dan Perikanan setempat, KepaJa Desa/ Kelurahan dan 
Camat setempat yang dilengkapi dengan : 

1) fotocopy KTP masing-masing anggota; 

2) fotocopy Serita Acara pembentukan kelompok yang 
diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat; 

3) daftar pengurus dan anggota kelompok; 

4) RlJK (Rencana Usaha Kelompok)/RDKK (Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diketahui Petugas 
Teknis Petemakan dan Perikanan setempat; 

5) fotocopy jaminan be.rupa sertifikat / BPKB. 
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(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan 
ayal (2), kelompok harus melampirkan persyaratan Jain yang 
ditetapkan oleh Bank Pelaksa.na yang dilampirkan pada 
proposal ajuan. 

Bagjan Ketiga 
Penya)uran 

PasaJ 9 

(1) Kelompok yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud daJarn Pasal 7 ayat (6), membuka rekening 
tabungan pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu Bank 
Pelaksana terdekat dan mcnycrahkan foto copy rekening 
kepada Dinas. 

(2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat 
Surat Pemyataan Kcsanggupan mengembalikan pinjaman 
modal kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta 
menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat/BPKB. 

(3) Sertifikat atau BPKB yang dijaminkan disimpan pada Bank 
Pelaksana dan dikemba.likan setelah pelunasan pinjaman. 

(4) Oinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan 
dana masing-masing kelompok calon penerima pinjaman 
sesuai dengan persyaratan, sclanjutnya mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pada Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

(5) Penyaluran ptnJaman daerah dilaksanakan setelah 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank 
Pelaksana sebagai penerima kuasa dari Dinas dengan 
kelompok penerima pinjaman. 

(6) Penyaluran pinjaman modal kerja ditransfer langsung kc 
rekening kelompok oleh Sadan Pengelolaan Keuangan dan 
Kckayaan Dacrah Kabupaten Bojonegoro lewat Bank 
Pelalcsana. 

(7) Jumlah dana pinjaman yang disaJurkan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan daftar yang telah 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 10 

(1) Pinjaman modal kerja sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 
ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan per paket dengan besaran tiap 
paket sebesar Rp. 25.000.000,· (dua puJuh lima juta rupiah) 
untuk budidaya tema.k kambing/domba. 

(2) Pinjaman modal scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat 
(1) huruf b, dilaksanakan per paket dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi induk 
(sapi betina) sebesar Rp. 12.000.000,· (dua belas juta 
rupiah) per ekor; 
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b. pakct pcmberian pinjaman untuk pembelian sapi bakalan 
(kereman) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas jula 
rupiah) per ekor; 

c. paket pemberian pinjaman untuk budidaya ikan sebesar 
Rp. 10.000.000,- (scpuluh juta rupiah) per paket; 

d . paket pemberian pinjaman untuk pcngolahan dan 
pemasaran hasil perikanan sebesar Rp. 10.000.000,­
(sepuJuh juta rupiah) per paket. 

(3) Mekanisme penyaluran pmJaman dan ketentuan 
administrasi serta biaya yang timbuJ dalam pelaksanaannya, 
d.isesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank 
Pelaksana, yang sclanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja 
Sama antara Bank Pelaksana dengan kelompok peminjam 
scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 aya t (3). 

PasaJ 11 

Pengadaan temak/ikan dilaksanakan langsung oleh kelompok 
penerima pinjaman. 

Bagian Keempat 
Pcngembalian 

Pasal 12 

(1) Jangka waktu pengembalian pinjaman modal kerja selama 2 
(dua) tahun dimulai sejak tanggal penandatangan Perjanjian 
Kerja Sama. 

(2) Pembayaran pinjaman modal kerja dilakukan dengan dua 
kali angsuran, yaitu pada tahun pertama setelah 
penandatanganan kontrak dan selanjutnya sisa angsuran 
dilaksanakan pada tahun kedua. 

(3) Bes.aran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama antara Bank 
Pelaksana dengan kelompok penerima pinjaman. 

(4) PengembaJian pinjaman modal kerja dilakukan secara 
langsung oleh kelompok peminjam kepada Bank Pelaksana, 
yang selanjutnya oleh Bank Pela.ksana secara langsung 
d.isetor ke Kas Dacrah pada hari yang sama. 

BAB fV 
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pa sal 13 

(1) Dinas wajib mela.ksanakan Pembina.an, Monitoring dan 
Evaluasi kepada kelompok penerima pinjaman modal kerja 
secara berkelanjutan agar setiap kendala dan penyimpangan 
yang terjadi dapat segera diketahui dan diperbaiki sesuai 
dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan sehingga 
kelompok penerima pinJaman modal kerja mampu 
mengembangkan usahanya. 



 

- 10 -

(2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. 

(3) Bank Pelaksana wajib melaporkan setiap buJan tentang 
perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan pinjaman 
modal kerja kepada Bupati dengan tembusan Kepala Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 
(sepuJuh). 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedornan 
Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan Modal 
Pada Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten 
Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Pasal 15 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memcrintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempat.annya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkan cli Bojonegoro 
pada tanggal 26 Maret 2014 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

R. SUYOTO 
Oiundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 26 Maret 2014 

SEKRETARIS DABRAB KABUPATBlf BOJOlfEGORO 

ttd. 

SOEHADI IIOELJONO 

BERITA DAERAB KABUPATM BOJOJO!lOORO TABUJI 2014 lfOIIOR 17. 

sesuai dengan aslinya 
KABUPATEII' BOJOlfEGORO 
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Pembina Utama Madya 
NIP. 19600131 198603 1 008 


